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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWATIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR t88 I tO lKl 4tt.ot3 I 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PE.JABAT SEBAGAI

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)

huruf a dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk
Pejabat Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1. Undaag-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan

Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O4 tentang Perbendaharaan

Negara;
3. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O19;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 ter:tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021;



12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorSoTahun20l5tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2O18;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangal Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 20O6

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal ll Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PqIABAT SEBAGAI

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

NGANJUK.

Menunjuk Pejabat sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Nganjuk yang narna dan jabatannya

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini'

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang pen5rusunarl r€urc:lngan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan

APBD, dan rancangan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d.memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)'

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

bertanggung jawab kePada BuPati.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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PIt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

sesuai dengan aslinya
GIAN HUKUM
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NO, NAMA DAN NIP
JAE}ATAN DAIAM

DINAS
TUCAS Snmru KooRDINATOR

PENGELOTAAN KEUANGAN DAERAH
KETERANGAN

1 3 4 5

1 Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
NIP. 19661005 198703 1 010

Sekretaris
Daerah

Kabupaten
Ngaliuk

a. Koordinasi dalam Pengelolaart

Keuangan Daerah;
b. Koordinasi di bidang Penlrusunan

rancarngan APBD, rancang r

perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBD:

c. Koordinasi PenYiaPan Pedoman
pelalsalaan APBD;

d. Memberikan persetujuan pengesahan
DPA SKPD;

e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya
di bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

f. Memimpin TAPD.


